


ABSTRAK

YANIKE PIURMNAMA SARL 04092055, Jurnsan Thea Politik, FISIP-UNAMND
Padang, Dengan judul skripsi @ Pelaksansan Pelayanan Publik N Pusat Pelavanon
Masyarakat Ferwakilun Pelavanan kabupaten Agam.

Salal sa twjuan pemberian otononi daecab adalah untuk mennpkatken kualites
pelayanan publik melalui wewenung otonomi kepada deerah. Semenjak kepindahzn
ibukora Kahupaten Agam ke wiloyah Agam Berat vakni Lubuk Baseng, masvarakar
Az Timur kesalitan vk mempereled pelavanan karena jaubnyva jurak menuju Lubuk
Basung dari wilayah-wilayah Agam Timor. Untuk mengatasi masaizh ini Pemerinh
Kobupaten Agam membeniuk sebuab perwakilan pelayanan vong bersda di kota
Bukittinggi vakni Pusat Pelayanun Masyamkat melalui Keputusan Bupati Agem Na, 420
Tahup 2004 Dengan adanya Pusat Pelevanan Masvarakat ini diberapkan akan
mendekatkan pelayvanan untuk masyarakat vang berda i wilayah Agam Timor, Pads
gwalnya pelayanan yang dilakukon  Pusat Peloyenan Masysrakat hanva  berupa
mamiasilitasi pelavanan Xe dings-dings tzrkain di Lubuk Basung, Setzlab dikeluarkannya
Peraturan. Bupati Agam Moo |3 Tahun 2006 Pusal Pelayanan Masvarakat dapat
melakukan pelayanan langsung vakm dalem pengunusan Akea kelahiran dan Ak tanpa
harus smemfsillitasi ke Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipill dan Keluargs
Herencana di Lubuk Basung,

Gerdazarkan pada pevelitian vang dilekukan vong menjadi rumosan masalah
aduluh bupmimana peloksanaan pelavanay penpurusen dokumen Akia kelahiean dan Ak, ]
di Pusal Pelavanan Masvarekat perwakilan pelayanan Kabugaten Agam, Tujuan penslitian
ini wniuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayenan pengurosan Jokumen Akia kelahiran
dun Ak.1 di Pusal Pelavanian Masvarokat perwakilan pelevanan Kabupaten Agam,

Konsep yang digunaken vaitu Pelzvanan Publik, dolam peaelitian ini vaitu
Prinsip-prinsip Pelayanzn Publik KepMenPan Mo, 63 Tahun 2003, vaie prinsip
kesederhenaan,  kejelasan.  kepastian  wakiu, kelengkapan samna don  prasarans,
tangpungjawab dan keramaban,

Dulam penelition ini. peneliti menggunakan pendekatan kualitatil dengan tipe
deskriptit. Teknik pengumpalan dam dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan
chiervasi. Bementary leknik keabsahan data peneliti [zkukan dengan triangulasi sumber
dita. Pemilithan informan dilekukan denpan weknik parposive sampling den aeciderial
SerRE e

Hasil penelition menunjubkkon bohwa dari cnam prinsip pelovanan publik
FeepMenPen Moo 65 Tahun 2003 hanys pringip keramahan den prinsip kejelasan rincian
biaya vang terlaksana, Sedangkan unluk prinsip-prinsip yang lain dalam pelavanan
peneurusim dokumen Akt kelahiran dan Ak.L terkendala oleh ridak lengkapnva sarung
dan prasarana vang tersedia di Pesar Pelavanan Masvarakol, Tidak tersedianya sarana dan
prisurana  yong  lengkop  menyebobkan  terkendalanva  pelaksanaan  prinsip-prinsip
pelavanan publik vang lain, Pesedigan blanko vang sering kosong  menvebabkan
ketepatan wakio penvelesdian pelayvanen menjadi tidak bisa diselesaikan sesusi stander
wakti pelavanan schingge proscdur Yang tadinya mudah menjadi berbelit-belit karena
masvarakat hans balik lagi pada saal blanko sudah datang dan masih banvak ditemnui
migsyvarukat yang Gdak mengetahul secam jelas tentang persyaralan-persvaralan yang
hares mercka penihi dalam melakzanakon pelayanun vang mercka betuhkan, Dard hasil
penelitin juga ditemut petugas vang liduk bekena sesuai angg ungjawab mencka, hanyva
ada sty pelogas yang bekere dan sering ditemui Ioket vang dibiarkan kosong bahkan
pekerjaan dirangkap ke petugas lain apalagi pada soat blanko kosong tidak ada penigas
vang bekerja kerena pelayanan tidak: bisa dilakukan hingga blanko datang,
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Dacrah mulai dilaksanakan seiring dengan diberlakukannya
Undang-Undang MNo. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintashan Dacrah, Semenjak
dilaksanakannya undang-undang ini telah banyvak perubshan vang ferjadi dalam
penvelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah sats perubahan i adalah
pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pcmcrintahan'-
Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah dacrah kini bersifat
desentralisasi bukan lapi sentralisasi sebagaimana sebelum undang-undang ini

berlaku.

Kewenangan otonomi vang diberikan kepada suam daerah dimaksudkan
untuk memaksimalkan penyelenggaruan fungsi-fungsi pokok pemerintashan yang
mencakup pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan®. Melalui kewenangan
otonemi, sebapai salab satu fungsi pemerintahan, pelayanan pemerintzh dacrah
kepada masyarakat diharapkan akan lebih baik kuwalitasnya karena mjuan dari

pembentukan dacrah otonomi adalah meningkatken pelavanan publik’,

htpe s, gocd governance-boppenas. o idhonsep fles'makalah % 20peloyanants 20publ ik lim.
i‘v].}Equh. Ju-ﬂglm Pcla_'r'annn'PuTJhE di Era Oonom] Dacrh, dinkses fangeal 3 Wovember 2007,

* Suzrt Pembiran, donomi Doeroh Peluane dan Tantaagan, Jakara, Pustakn Sinar Harapan,
R, bilm, 31




Pemerintah daerah  dapat mengelola dan menvelenggarakan pelayanan
publik dengan lebih baik sesuai dengan keburhan masvaraskamya®, Melalui
odpnomi daerah dibarapksn pemerintah daerah otonom dapat lehih copat dalam
merespon tuntulan masyarakat di daerahnya sesuai dengan kemampuan vang
dimiliki. Hal ini dikarenakan kewenangan membuat kebijakan (peraturan dacrah)
sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka denpan otonomi dacrah
pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik akan dapat berjalan

lehih cepat dan lebih berkualitas’

Meskipun otonomi deerah sudah berjalan dan bersbah-ubsh, fenomena
pelayanan publik di Indonesia cenderung dikenal kurang baik®. Dalam
kenvataannya  pelaksanaan undang-undang  otonomi daerah belum  mampu
menjawab tantangan akan kualitas pelavanan publik vang lebih baik’. Menteri
Dalam MNegerl, Mardivanto dalam pengarahznnya pade Rapat Kerja Gubernur se-
Indonesia di Surabava. Senin 22 Oktober 2007 mengungkapkan bahwa Daersh
otonomi bard vang berdiri sejak whun 1999 laly, dinilai belum mampu
meningkatkan kesejahterman masyarakat di wilayah secam siginifikan, banyaknya
jumlah dasrah olonomi memunculkan masalah terutama soal efektifitas dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakar®,

* Syaukani.HR, Afan Gaffar, Byans Resvid, évonomi Daerah Dalam Negrea Kesetvon, Pustaka
Pelnpor Yogyakoris, Yopyakora, 2003 him. 12
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Helmi, judul @ Kebijakan Publik Dalam Penyelenggarann Pelayvanan, diakses mnggnl 5 November
00T,

T Wahvudi Kumorotomn, Akwmiabiliies Hirokrasf Publit Stersa Padse Mesa Transisi. Pustaka
Pelajar, Yogvakaria, 2005, him, 191,

. heepestwewewe mediai ndonesin, com, fec. o
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lsmail Mohammed® jupa berpendapat bahwa selama otonomi daerah
berlansung pelayanan publik & Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan,
antara lain pertama, kerang responsif. Kondisi ini tedadi pada hampir semua
tingkatzn unsur pelayvanan, mulai pada tingkatan pemgas pelavanan {frany ling)
sampai dengan tingkatan penangeungiawab instansi. Respon terhadsp berbagai
keluhan, aspirasi, mavpun harapan masyarakat seringkali lambat atau bzhkan
digbaikan sama sekali. Kedua, kurang informatif, Berbapai informasi vang
seharusnye disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai

kepada masvarakat.

Ketiga, kurang accessible, Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh
dari jangkanan masyarakat, sehingpa menyulitkan bagi mereka vang memerlukan
pelayvanan tersebut. Keempat. kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang
terkait satu dengan lainnya sangat kurang herkoordinasi, Akibatmya, sering terjadi
tumpang tindih ataupun perlentangan kebijakan antara satu instansi pelavanan

denpan instansi pelavanan lain yang terkait.

Kelima, birokratis, Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada
umumnya dilakukan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, schingga
menyehabkan penyelesaian pelayanan vang terlalu lama. Dalam kaitan dengan
penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan (frone line siaffi
untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan di lain pihak kemungkinan
masyarakal untuk bertemu dengan penanggungjewsb pelayanan, dalam rangka

menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan. juga sangat sulit.

" 1smnil Mohamad, dikutip dari httpefwww. goodgovernance-hoppenas.go.id/ 2003, dalam makalnh
Pelavanan Publik di Era Chonomi e
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KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kesimpulan

Berdasarkan penelition yang di lakukan Jdi Pusat Pelayanan Masyarakat

lentang deskripsi pelaksanaan pelayanan pengurusan dokumen Akta kelahiran dan

Ak. | dengan menggunakan prinsip-prinsip pelayanan publik meaueat KephbenPan

Mo 63 Tehun 2003, hasil penelitian yang dipercleh adalah:

LF]
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Prosedur pefayanan pengurusan Akta kelahirme dan AKD di Tusat
Pelavanan Masvarokat telah  sesvai dengan prinsip Rescderhanasn
KepMenPan No63 Tahun 2003 dimana prosedur pelavanan mudah, cepal
dan tidak ada masyvarakat vang mengeluhkan prosedur vang ditetapkan ini.
Tidak terjsdwalnya  pengiriman blanko Ak kelahiran dan AR
mengpangeu pelaksanaan pelavanan pengurusan Akt kelahiran dan Ak
Pada saat hlanke koseng pelavanan tidak dapat dilakukan sehingga
prosedur yang tadinya mudah menjadi rumil kanena masvarakat hams
balik lain wakiu pada sast blanko datang dan ketepatan wakiu pefayanan
ticdak dapat terpenubi sesuai standar wakiu.

Masil ditemui petugas yang meninggalkan jam keanya dan membiarkan
lakel  dalam  keadaan  kosong  hal  ini membukiikan  kurang
terimplementasinva prinsip langgungiawab RKepMenParn No6d Tabun
2003 di Pusat Pelavanan Masyarakat.

Pusat Pelavanan Masvarakar telah melaksanakan kebijakan Peeaturan
Daerah Kabupaten Agam No. 2 Tehun 2006 tentang Pembelbasan Biayva

Pepgurusan KTP. KK dan Akts Catatan Sipil dengan baik terbukti dart

74



fidak adanva masvarakat vang  dikenakan biaya dalam  mefakukan
h h any

pelavanan pengurusan Akta kelahiran dan Ak, L

L

Pusat Pelavanan Masyvarokot telah melaksanakan prinsip  kersmahan
KephMenPan Mo, 63 Tabun 2003 dimana pada umumnya semua petegas
bersikap ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
menanggapi keluhan masvarakat dengan baik.

6. Pelaksanaan pelayanan penporssen Aktn kelabiran dan Akl belem
maksimal dilakukan di Posat Pelavanan Masyarakat, dari enam prinsip
pelayanan publik KepMenPan Mo, 63 Tabhun 2003 hanya prinsip
keramahan dan prinsip kejelasan rincian bisya vang terlaksana sesuai
KephMenPan Mo, 63 Tahun 2003, Sedangkan untuk prinsip-prinsip vang
lain datam pelayanan pengurusan dokumen Akia Kelabiran dan Ak
terkendala oleh tidak lenghapnya sarana Jdan prasarana yang lersedia di

Pusal Pelayanan Masyvarokat.

B. SARAN

Menurue peneliti, prinsip-prinsip pelayvanan publik meropakan hal yang

harus diterapkan dalam pelaksanaan pelavanan untok masvarakar. Untuk it hal

vang perlu dilakukan adalal:

Pusat Pelavanan Masyarakat harus ikt borperan serta dalam  sosialisasi
persvaratan pelavanan kepada masvarakar dan memastikan bahwa kecamatan
telah mensosialisasikan persvaratan-persyaratan tersebut kepada masyarakat.
Mlam melaksanakan pelayanan kepada masvarakat, fungst dan tegas Pusat
Pelavansn  Masyarakat  tidak  hanva  terbatas  pada pembustan Akt

kelahiran/Ak. 1 saja. namun dari proses awal pelaksanzan pelayanan lermasuk

an
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